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Perlindungan terhadap konsumen baik secara material maupun formal

semakin terasa sangat penting, mengingat semakin pesatnya pertumbuhan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong efisiensi dan produktivitas

produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi sasaran

usaha.?

Berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan

atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.* Dalam pengertian hukum,

hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan

kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.* Sebagaimana diatur

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Hak konsumen adalah:

1}

2.

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

hak atas untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;

. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa;

. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;

. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut;

. hak untuk mendapat pembinaan dan hak untuk mendapat pembinaan dan

pendidikan konsumen;

. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif;

. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian,

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya;

hlm. 5.

’Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,

*Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. 3, PT Citra Adity

Bakti, Bandung, 2014, him. 7.
4Ibid., hlm. 29.
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9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.

Disamping adanya hak-hak dari konsumen, konsumen juga memiliki
kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban ini merupakan sesuatu yang harus
dilaksanakan oleh konsumen. Sehingga konsumen tidak hanya memahami haknya
saja, akan tetapi juga memahami dan mengerti kewajibannya. Seperti yang
diaturkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa kewajiban konsumen adalah:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa;

3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.

Mengenai kewajiban konsumen juga diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Muaro Jambi yang menyatakan tarif air minum yang selanjutnya
disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala
daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m’) atau satuan volume lainnya yang
diberikan oleh Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang wajib dibayar oleh

pelanggan.

Sama halnya dengan konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan

kewajiban. Dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen disebutkan:

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian "

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
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perlindungan terhadap konsumen dapat diberlakukan sama bagi setiap konsumen
maupun pelaku usaha. Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang
perlindungan konsumen juga harus lebih mengutamakan kepentingan konsumen,
bukan hanya sebagai alat pelaku usaha mencari celah untuk menjadikan konsumen
sebagai mangsa bagi pelaku usaha.’ Sehingga undang-undang ini menjadi payung
hukum bagi masyarakat untuk melindungi haknya atau sebagai senjata konsumen
dalam mempertahankan haknya. Karena pada dasamya kajian atas perlindungan
terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajiban pelaku usaha.®
Namun, pada prinsipnya, konsumen masih berada pada posisi yang kurang
diuntungkan. Keadaan ini menjadi salah satu dasar diberlakukannya Undang-
Undang Perlindungan Konsumen dalam hal menjamin kedudukan konsumen agar
tidak dirugikan.”

Konsumen semata-mata tergantung pada informasi yang disediakan oleh
pelaku usaha. Konsumen sebagai masyarakat yang memiliki keterbatasan
pengetahuan mengenai kewajaran mutu dan harga barang atau jasa telah
ditempatkan diposisi terendah oleh pelaku usaha. Hal seperti ini juga kerap
dirasakan oleh konsumen air atau pengguna air.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
492/MENKES/PER/1V/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum disebutkan

bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses

Denico Doly, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen di Indonesia Terkait dengan
Klausula Baku ", Negara Hukum, Vol. 3 No. 1, 2012, him 54.

SCelina Tri Siwi Kristiyanti, Op. Cit., hlm. 41.

"Rotua Nainggolan dan Faizah Bafadhal, “Kewajiban Pelaku Usaha dalam Menjamin Mutu

Barang dan Jasa Konstruksi dalam Perspektif Perundang-Undangan”, Zaaken, Vol 2 No. 1, 2021,

him. 145.
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keluhan  disampaikan oleh pelanggan melalui WhatsApp, Email, Website,
Facebook atau langsung ke kantor unit.'” Sebagai contoh, berikut terdapat keluhan
pelanggan yang diterima Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi Unit Metro

Mendalo selama periode 2021 .

Tabel 1. Rekapitulasi Total Keluhan Pelanggan Tahun 2021

No | Keluhan Jumlah
1 Pipa Bocor 120
2 Air Mati 51
. Air keruh/kotor 20
4 Pembayaran bengkak 19
5 Water Meter Rusak 16
6 Air Kecil 14
Jumlah 246

Sumber: Laporan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi Unit Metro Mendalo
Tahun 2021

Dari data diatas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggan yang
mengeluh atas pelayanan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi. Pipa bocor
merupakan keluhan yang paling banyak disampaikan oleh pelanggan. Apabila pipa
bocor, maka air terbuang sia-sia dan akan berdampak pada bayaran air yang
meningkat. Sama juga halnya dengan water meter rusak, dalam hal ini dapat berupa
water meter berputar terus atau water meter bekerja secara tidak normal akibatnya
jumlah pemakaian dan kisaran biaya yang harus dibayar pelanggan kerap tidak

sesuai dengan jumlah pemakaian air. Ada juga beberapa dari pelanggan yang

mengeluh dengan keluhan pembayaran mahal padahal jarang digunakan. Dari km s Al

tersebut pelanggan sudah mengalami kerugian secara materil.

Wawancara dengan Budi Cahyadi, m- Seksi Hubunga
Minum Tirta Muaro Jambi, tanggal 9 Februari 202: a
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Air mati juga merupakan keluhan yang sering dikeluhkan oleh pelanggan.
Sering kali air tidak mengalir hingga beberapa hari, hal ini membuat pelanggan
tidak nyaman.

Konsumen juga mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperoleh ganti
rugi atas jasa pelayanan Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi yang kurang
maksimal. Hal demikian tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dan juga dalam Pasal 19
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau
jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Dengan ini harus ada pertanggungjawaban dari pithak Perumda Air Minum
Tirta Muaro Jambi dalam menangani hal-hal yang merugikan pelanggan, dengan
memperhatikan kondisi pelanggan yang menggunakan jasanya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis tertarik

untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam lagi dengan bentuk skripsi vang
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minum sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan penulis dalam
ilmu hukum.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pegangan dan
rujukan dalam mempelajari ilmu hukum khususnya perlindungan hukum
terhadap konsumen dalam pelayanan air minum khususnya bagi para akademisi,
mahasiswa dan masyarakat umum serta menjadi evaluasi bagi Perusahaan
Umum Daerah Air Minum Tirta Muaro Jambi.

E. Kerangka Konseptual
1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang
menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan). Sedangkan menurut para ahli,
menggunakan istilah verantvoordelijk yang berarti tanggung jawab adalah
kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan hingga memikul

kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum
maupun dalam administrasi.'!

Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab mutlak (strict
product liability). Tanggung jawab mutlak (strict product liability) dapat
diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen
baik karena kesalahannya maupun tidak. Dalam hal ini mengenai tanggung
jawab Perumda Air Minum Tirta Muaro Jambi terhadap kerugian yang dialami
oleh pelanggan Perumda. Kerugian yang dialami pelanggan Perumda Air
Minum Tirta Muaro Jambi, harus ditanggungjawabi oleh Perumda Air Minum

Tirta Muaro Jambi baik itu karena kesalahan pihak Perumda maupun tidak.

"INi Nyoman Ayu Ratith Pradnyam, Tanggung Jawab Hukum dalam Peniokzm -
Jaminan Kesehatan Nasional, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020, him. 6. S

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner




14

d. faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan;

e. faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.'

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena
merugikan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur dari
efektivitas penegakan hukum. Sehingga kepatuhan dan pelaksanaan norma oleh

setiap orang memiliki pengertian bahwa hukum tersebut dapat dilakukan atau

tidak.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap

efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal

berikut:

a. sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada;

b. sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;

c. teladan macam apa yang sebaiknya diberikan petugas kepada
masyarakat;

d. sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang
diberikan kepada petugas kepada masyarakat. '3

Terdapat 5 (lima) syarat efektif atau tidaknya suatu system hukum
meliputi:

a. mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;

b. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi
aturan-aturan yang bersangkutan;

c. efisiensi dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai
dengan bantuan apparat administrasi yang menyadari melibatkan
dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan masyarakat yang
terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;

d. adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mdah
dihubungi dan dimasukkan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi
harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;

Wbid., hlm. 110.
57bid , him. 80.
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e. adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga
masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan hukum itu memang
sesungguhnya mampu efektif.'

Menurut Anthony Allot hukum akan menjadi efektif jika tujuan
keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak
diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum
dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.'’

2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen yang dapat dikatakan secara hukum bertanggung
jawab atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum, seseorang tersebut dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan
yang melawan hukum.'® Menurut hukum, setiap tuntutan pertanggungjawaban
harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum
seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan
kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggungjawabannya. 2

Mengacu pada teori sistem hukum yang dikembangkan Friedman tentang
tanggung jawab ada tiga, yakni:

a. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian (negligence) adalah prinsip tanggung
jawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan oleh

perilaku produsen.?’ Hal ini dapat ditemukan dalam teori neggligance, yaitu

16§alim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi,
Jakarta, Rajawali Press, 2014, him. 308.

17 Anthony Allot dalam Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op. Cit., him 303. A

18Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddigie dan M. Aki Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang
Hukum, Cet 1, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, him
. =4

19Janus Sidabalok, Op.Cit., him. 111 _ 1,

27ulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 1, Kencana Prenada Media Grot
2013, him 83, A
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